LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUMN : 19381,
NOMOR ;. 24. SERIE "D" Mo. 23,

 PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEVFA ACEH,
NOMOR : 6 TAHUN 1981,

TENTANG

SUSUNAN ORGAMNISASI DAN TATA KIRJIA BADAN PEREMCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI BAERAM ISTIMEWA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DABRAH ISTIMEWA ACEH,

Menimbong : . -
1. Bohwa untuk kelandardn peloksanaan tvgas Bodon Peren-

conaan Pembangunan Daerah Propinsi Doerch Istimews

Aceh secara befddya guna don berhasil guna, maka perlu
menyesuaikan|Susunan Organisasi dan Tato Kerja Badan
Perencangdn Pembangunon Dasrah Propinsi Daerah Isti-
mewa Aceh dengan Kepuivsan Menteri Dalam MNegeri No-
mor 185 Tahun 1980. |

2. Bohwa untuk maksud sersebut perlu diatur dalam Peratu-
ran Daoerah ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nemor 24 Tohun 1956 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;

3. Keputusan Presiden R.l. Nemor 27 Tahun 1980 ; -

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 ;
5. Keputusan Menfert Dalam MNegeri Nomor 185 Tahun 1980;
Dengan Persetujuan Dewan Perwaokilan Rakyoi Dasrah Pro-

pinsi Daerch Istimewa Aceh, ' :

MEMUTUSKAN: ,
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PROPINS!
DAERAH ISTIMEWA ACEH. D
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BAB—L
KETERANGAN UMUM.

Pasal 1.

Dalom Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah :adalach Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

a
b, Pemerinich Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerch Ishi-

mewa Aceh ; .

¢. Gubernur Kepala Duerah : adalah Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Aceh ;

d. BAPPEDA : adaloh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Propinsi Daerch Istimewa Aceh;

e. Sekretaris Wilayah/Daerah : adalah Sekretaris Wildyah/Daerah
Istimewa Acsh ; '

f. Biro Kewangan : aduleh Biro Keuangan padac$ekretariat Wi-
loyah/Doerah Propinsi Daerch Istimewa Aceh;

g. Dinos-dines dan Instonsi : adalah Dinas-dings”Daerah dan In-
stensi Vertikal yang berada di PropinsiDaerch Istimewa Acsh ;

h. Daerch Tingkat Il : adaloh Kabupaten/Kotamadya Daerah Ting-

kat 1l dalam Propinsi Daerah lIstimewa Aceh.

o -

BAB-—L

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGS], DAN SUSUNAN ORGANISASL,
i
Brginn Perfame :

Eedudukan, Tegus dan Fungsi,
Pasal 2. N

(1). BAPPEDA odalah boden stof yang langsung berude dibawah
dan hertanazung loweb kenoda Gubernur Kepala Doerah.

(2). BAPPEDA dipimpin olehssorang Ketua ;

(3). NRalem meloksonedkan teaasnya, Kefua dibantu oleh ssorang
Wakil Ketua yang bertonggung jowab kepoda Ketua ;

Posal 3.
RAPPEDA mempunvai tuans membantu Gubernur Kepala Dae-

rah dalam menantukan kebiicksancen dibidang Perencanaan Pem-
hangunan di Daerah serta penilaian.atau pelaksanaannya.




Pasal . 4.

Unfuk menyelenggarakan tugas fersebut pada Pasal 3 Peratu-

ran Daerah ini, BAPPEDA mempunyai fungsi:

a.

menyusun Pola. Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari
Pola Umum Pembongunan Daeroh Jangka Panjong dan Pola
Umum PELITA Daerah ;

menyusun REPELITA Daerah ;

menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan ren-

cana-rencana tersebut poda huruf o dan b pasal ini yang dibi-
ayai aleh Daerah sendir afavpun yang diuvsulkan kepada Pe.
merinfah Pusat untuk dimasukken kedalam program tahungn
nasional ;

melokukan koordinasi perencancan digntara Dinas-Dinas, sa-
tuan Grganisasi lain dolam lingkungan Pemerintgh Daerah, in-
stansi-Instansi Vertikal, Doerah Daerah Tingkat |l dan Badon-

‘bodan lain yang berada dalam wilaych .Propinsi Daereh Isti-

mewa Aceh ;

menyysun Rencana Anggaran Pendgpdian dan Belanja Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Acsh bersama-sama dengan Biro Ke-
vengon, dengan keordinasi administratif eleh Sekretaris Wila.
yah/Daergh. ' i
melaksanakan koordinasi dar ciau mengadakan penelitian un-
tuk kepentingan perencanaan Pembangunan Daergh,
mengikuti persiapan: don perkembangan pelaksanaan rencans
pembangunan Dasrah uniuk meanyempurnckan perencanaan le.

_bih lanjut;

memonifor pelaksanaon pembangunan Daerah ;
melakuken kégictan lain dolam rangka perencanaan sesuai de-

ngan petunjvk Gubernur Kepala Daerah.

Bagion Kedua,
Susunen Organisosi,

Pasal 5.

BAPPEDA terdiri dori 1

.

b,

s opon

Q

h.

Ketua;

Wakil Ketua ;

Sskretariay;

Bidang Penelitian ;.

Bidang Ekonomi’;

Ridang Sosiel Budaya ;.
Bidang Fisik dan Prasarona ;
Bidang Statistik dan Laporan ;
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Pasal 6.

(1). Ketua BAPPEDA mempunyai fugas :

‘a. membanty Gubernur Kepala Daerah dibidang tugasnya ; .

b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiotan BAPPEDA ;

d. mengadéakan hubungan dan kerja sama dengon |r!5Tcmsi-
Instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaon tugas-
nya ;

(2. . Waokil Ketua BAPPEDA mempunyai tugos :
" @ mewakili Ketua dan memimpin BAPPEDA apabila Ketua
berhalangan ;

b. memimpin kegiafan interen BAPPEDA seharithari;

c. melaksandgkan tugas lain yong diberikan oleh Ketva:;

Pasal 7.

Sekrefariat mempunyai tugas memberikan peloyanan fehnis
dcln administraiif kepada seluruh satuan drganisasi dalam lmgku-
ngan BAPPEDA ;

Posal 8.

Untuk menyelenggorakan tugas fersebut pada pasal 7 Peratu-
ran Doerch ini Sekretariat mempunyai fungsi:
. menyusun rencana kegidkan ichunan BAPPEDA ;
b. melakukan urusan dokumentdsi dan informasi pembangunan;
c. melakukan uvrusam keuangan ;
d.. melokukan vrusan. /umum ;

Pasal 9,

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub. Bagion Penyusunan Rencana K-eglqic:n,
b. Sb. Bagion Dokumentasi dan Informasn :

c. Sub. Bagian Keuangan ;

d. Sub. Bagion Umum ;

Pasal 10,

(1). Sub. Bagion Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai fugas
mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tohunan, me-
ngikuti pelaksanaan dan melakukan evoluasi atas pelaksa-
" RGN NITyCh.

{2). Sub. Bagion Dokumentusi dan Informasi mempunyai tugas me-
lakukan Dokumentasi dan memberikan informasi mengenai
rencana pembangunan Daerch serta melokukan perpustakaan.

. {3). Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas ¢me[u!kukan urusan

~ keuangan. v :

— 16—




Pasct 4,

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasql 3 Pergiu-

fan Daerah ini, BAPPEDA mempunyai fungsi;

=8

C.

menyusun Pola Dgsqr Pembangunan Daerah yang ferdiri dari
Pola Umum Pembangunan Daergh Jangka Panjang dan Polg
Umum PELITA Daerah; .

menyusun REPELITA Daerah ;

menyusun pPregram-progrom tahunan sebagal peloksanaen ren-

cano-fencona tersebut pada huruf a don pasal ini yang dibi-

nasional ;

melokukan koordingsi pPerencanaan diantorg Dinas-Dinas, sg-
tuen Organisasi lgin daloam lingkungan Pamerinigh Dasrah, In.
stansi-insiansi Vertikel, Doergh Dagrah Tingkat 1! don Badan-
wadan lain yang beroda dalam wilayah Propinsi Daerah lsti.
mewa Aceh ;

menyusun Rencana Anggoran Pendapaian dan Belanja Daerah
Fropinsi Daerah Istimewa Aceh befsama-samg dengan Bire Ke-
vangan, dengan koordingsi administraiif oleh Sekretaris Wilg-
yah/Daergh.

melaksanskan koordings; dan) atau mengadakean penelitign yp.
tuk kepentingan perencangan Pembangunan Doergh,

memonitor peloksanaan Pembangunan Daerch ;
malakuken kegtaian lain dalam rangke perencanagn sesuai de-
ngan petunjiuk "Gubernur Kepala Daerah.

Bagion Kedue.
Susunan Orpanicasi,

Pasel 5.

BAPPEDA terdiri c!u«‘ri :

a.
.

Fa-mo oo

Ketua;
Wakil Ketua ;
Sehretariat ;

- Bidang Penelitian ;

. Bidang Ekonemj ;

" Bidang Sosial Budaya ;
Bidang Fisik dan Prasarena :

Bidang Statistik dan Laporan ;
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Pasal 6.

(1). Ketua BAPPEDA mempunyai fugas:
a. membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang tugasnya;
b. memimpin don mengkoordinasikan kegictan BAPPEDA ;
d. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Instansi-
Instansi lainnya untuk memperlancar peloksanaan tugas-
nya ;
(2). Wokil Ketua BAPPEDA mempunyai fugas : ,
& mewakili Ketua dan memimpin BAPPEDA apabila Ketua
berhalangan ; ) -
b. memimpin kegiatan interen BAPPEDA sehari-hari ;
c. melaksanakan tugos lain yang diberikan oleh Ketua;

Pasal 7.

Sekreiariot mempunysi tugas memberikan pelayanan tehnis
dan administratif kepada seluruh satuan argonisasi dalam lingku-
ngan BAFPEDA;

Pasal 8.

Uniuk menyelenggarokan tigas tersebut pada pasal 7 Peratu-
ran Daerah ini Sekretariat memmpunyai fungsi:
a. menyusun rencana kegiatan tahunan BAFPPEDA ;
b. melakukan urusan ddkumentasi dan informasi pembangunan ;.
<. melakukan urusan-keuangan ; ' '
d. melakukan vrusén”umum ;

Pasal 9.
Sekretariat dgerdiri dari :
a. Sub. Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
b. Sb. Bagian Dokumeniosi dan Informasi ;
c. Sub. Bagian Keuvangan;
d. Sub. Bagian Umum ;

Pasal 10.

(1). Sub. Bagion Penyusunan Rencana Kegigtan mempunyai fugas
mempersiopkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, me-
ngikuti peloksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksa-
noGnnya.

{2). Sub. Bagion Dokumentasi don Informasi mempunyai fugas me-
lakukan Dokumentasi dan memberikan informasi mengenai
rencana pembangunan Daerch serta melokukan perpustakaan.

{3). Sub. Bagion Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan
keuangan. v . :




(4. Sub. Bagign Umum mempunyai tugas melakukan urusan su-
rat-menyurat, kepegawaion rumch tangga, perlengkapan dan
perjalanan dinags ;

Posal 11.

Bidang Penelitian mempunyai iugas melakukan dan mengkoor-
dinasikan kegiatan penelitian: dibidang ekonomi, sosial budaya
- serta fisik dan prasarana dalam rangka perencanaan pembangy-
nan Daerah ;

Pasal 12.
i
Untuk mmenyelenggorakan tugas tersebut pada pasal 11 Pera-
turan Doerah ini Bidang Penelition mempunyai’ fungsi:

o menyiapkan bahan uniuk perumusan kebijaksanaan kegiatan

- penelition untuk pembangunan Daergh,

b. malakukan dan aiou mengkoordinasikan penelition  dibidang
ckonemi, sosial budaya, fisik don praserona serte mengadakan
kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lain-
nva,

Fosml 13,

Bidung Peneliiion terdivi “dari :
ao. Seksi Ekonomi;

b, Ssksi Sesial Budgya ;

‘c. Seksi Fisilkk dan)\ Prascrana ;

Pasal 14,

(1). Seksi Ekonemi mempunyai tugas mempersicpkan bahon peru-
musan kebijoksanaan kegician penelitian untuk perengangan
pembanguncen Duerah, melokukan dan atau mengkoordinasi-
kan penelitian serte mengedakon kerjosama penelision dibi-
dang ekonomi dengan. tembaga-lembaga lainnya.

(2). Seksi Sosial Budayo mempunyai tugas mempersiapkan bohan
perumusan kebijoksanaan kegictan penelitian untuk perencas-
naan pembangunan Doerch melokukan dan atau mengkoor-
dinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama. penslitian
dibideng sosial budaya dengan tembaga-lembage lainnya.

" (3). Seksi Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan

bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelition . uniuk

perencanaan Pembangunan Daerah, melakukan atau meng-
koordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasoma pene-
litian dibidang fisik dan prasarana dengan lembaga-tembage.
lainnya. e : L :
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Pasal 15.

Bidang Ekonomi me‘mpunyui'.i‘ugo's melakukan dan mengkoor-

~ dinasikan kegiatan perencanaan pembangunan Pertanian, Industii,
Pertambangon den Energi, Perdagangan dan Koperasi, serta Peng-
embangan dunia usaha. :

Pagul 16.

Uniwk menyelenggarakan tugas tersebui podo Pasal 15 Pera-

turan Daerch iné Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

o,

melakukan kegiaion perencanaan pembangunan perfaniarn, In-
dusiri, periombangan den energi, perdagangan dan koperasi,
serta pengembangan dunie usaha.

mengkeordinasikon dan memadukan  rencona pembongunan
pertoniar, indushri periombangan don energi, perdagangan dan
koperasi, seria pengembangan dunia usaha(yong disusun oleh
Dinas-dinas Doerah, saivon erganisasi loin)ydalom. lingkungan
Pemerintoh Daerch, Insionsi-insiansi Vertikal, Daerah Tingkat
don badon-badan lain yong berada dalam Doerch ;
melekukan inventarisasi permasalahan dibdang ekenomi seriu
merurnuskan langkah-fangkahvkebijaksanaan uniuvk pemeca-
hannya. .

melakukan don ofau mengkoordinasikan penyusunan prograim
sohunan dibidang skenemi yong meliputi perianian, indusiri,
pertarmbangan darr,energi perdagengan dan koperasi, seria
serta pengembangan dunia usaha dalem rangka pelaksanaan
REFELITA Daerch ‘atau Proyek-proyek yang divsulkan kepada
Pemerintoh Pusat untuk di masukken kedalem program tahu-
nan nasionaly '

Pasal 17

Bidong Ekonomi terdiri daori:

.

b,

Seksi Pertanicn ;
Seksi industri, Pertambengan dan Energi;

¢. Seksi Perdagangon don Koperasi;
d. Seksi Pengembangan Dunie Usaha;
Pasal 18,
(1). Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan pe-

. nyusunon rencand den progrom pembangunan pertanian ta-

' noman pangan, peternakon, perikanan, -perkebunan dan ke-

hutanon ;
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(2). dndustri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas memper-
' siapkan bohan penyusunan rencana: den program pembangu-
nan industri serta pertambangan dan energi ;

“(8). Seksi Perdagungon dan Koperasi mempunyai iugas memper-
siapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangu-
nan perdagongan don perkeperasian. _

{4). Seksi Pengembongan Dunia Usaha mempunym tugas mem-
persiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemba-
nguncn uniuk pengembangen dunia usaha pembinaan golo-
ngan ekoriemi lemah dan penanaman moedal ;

Pasal 19,

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan meng-
koordinasikan kegiaten perencanaan pembangunon dibidang pen-
didikan, mentol spiritued, pemerintohan, kesejahteraan rakyaf, pe-
nerangan dan komunikaosi, ssria kependudulkan.

Pasal « 20;

Uniuk menyelenggarakan(fugas tersebut pada Posol 19 Pera-
turan Daerch ini Bidang Sestal Budayo mempunyai fungsi:

a. melakuvkan kegiotan, perencancan pembangunan  pendidikan,
menial spiriiual pemerintcthan, kesejohterman rakyat, penera-
ngan dan komuhikesi serta kependudukan.

b. mengkoordinasiken’ don memaodukan rencana pembangunan di-
bidang pendidikan mental spiritual, pemerinichan, kesejchie-

- raan rokygt, penerangan dan komunikasi, seric kependudukan
yung disusun oleh Dinas-dinas Daerah, satuan organisasi lain
dalam lingkungan Pemerintah Doerah Instansi-instansi Vertiked,
Daerah-Daerah Tingkat l[ dan badan-badan lain yang berada
dalam Daerah,

<. melakukan inventarisosi permasalahan dibidang sesial budaya
serta merumuskan langkah-langkah kebijoksanaan pemecahan-
e

d. “melokukan don atau mengkoordinasikan penyusunan program
tohunon dibidang sosial budaya yang meliputi pendidikan,
mental spirituad, pemerintahan kesejohteraan rakyat, penera-
ngan don komunikasi serta kependudukan daolom rongka pe-
laksanoan REPELITA Doerah atau proyek-proyek yong diusulkan
kepade Pemerintah Pusat untuk dimasvkkan kedalam progmm
tahunan nasional. :




Pusc_ll 21.

'Bidang Sosial Budaya terdiri dari: _
a. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan ‘Pemerintahan ;
k. Seksi Kesejohteraon Raokyat :

¢, Seksi Penerangan dan Komunikasi ;

d. Seksi Kependudukan ;

Pasal  22.

{1). Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan mempu-
nyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program pembangunan pendidikan. generasi muda, kebuda-
yaan, agame, hukuom dan pemerintahan.

(2). Seksi Kesejohteraan Rokya: ‘mempunyai tugas mempersiapkan
bohon penyusunon rencana dan program pembangunan kese-

- hatan, sosial, perumahan rakyaf, peranom 'wanita, dan keluar-
ga berencona. .

{3). Seksi Penerangan dan Komunikesi mempunyai fugas memper-
siopkan bahon penyusunan rencone’ dan program pembangu-
nan, penerongan, pers dan kemunikasi sosial.

{4). Seksi Kependudukan mempoayai tugas mempersiapkan bahan
penyusunan rencana dan_grogram pembangunan ketenagaon,

" fransmigrasi dan kependudukan.

Pasal 23,

Bidang Fisik Prasarana mempunyai tugas melakvkon dan
mengkoordinasikan kegiatan perencanoan pembangunan, pengai-
ran, perhubungan dan pariwisate, tota ruang dan tata guna tanah,
serfe sumnber dlom dan lingkungan hidup.

Pasal 24.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23 Pera-
turan Daerah ini, Bidang Fisik don Prasarana mempunyai fungsi:
a.” melakukan kegiatan perencanaan pembangunan, pengairan,

peﬁhu‘bungcm dan poriwisata, tfota ruang dan tator qu~nq» fanuh
serta sumber alam dan fingkungan hidup.
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan
~ pengairan, pe:’hubungcm dan pariwisata, tata ruang dan guna
tangh, serter'sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun
oleh Dinas-Dings Doergh, satuan orgonisasi lain dolam lingku-
" ngan Pemerintah Daerah, Instansi-tnstansi Vertikal, Daerah Da-
. erah Tlnglku* N, dan bodan-bodan lain ycmg bercnda dalom Da-
' ﬂrcﬁh :




c. melakukan invenicrisasi permasciahan dibidang fisik dan pra-
sarana serfa merumuskan longkah-langkoh kebijaksanaan pe-
mecahannya, .

d. melakukon don ciou mengkoordinasikan. penyusuncn program

. iohunan dibideng fisik dan prasarana yang meliouti pengairan,
perhubungan dan pariwisata, fota ruang dan tata guna fanah,
serta sumber alam dan lingkungaen hidup dolom rangka pelak-
sanaan PELITA Doerah afau Proyek-Proyek yang di usulkan ke-
pada PemerintahPusat untuk dimasukkon kedalam program fa-
‘hunan nasional.

Pasal 25,

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:

a. Seksi Pengairan;

b. Seks! Perhubungoan dan Pariwiscta ;

c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah';
d. Seksi Sumber Alem dan Lingkungan Hidup ;

Pasal 26.

{1). Seksi Pengairon mempunyaifugas mempersiapkan bahan pe-
nyusunan rencana dan prégram pembongunan pengairan.

(2). Seksi Perhubungon dan fariwisaic mempunyal tugos memper-
siopkan bohon penyusunon rencana dan progrom pembongu-
nan prasarana jolan,tperhubungan darat, laut, udara, pos dan
telekomunikasi,c serto pariwisate.

(3). Seksi Tata Ruahg don Tata Guno Tanah mempunyai tugas
mempersiapkan bohan penyusunon rencana dan pragram pe-
ngaiuran Sata ruang dan tota guna tanch.

{4). Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
mempersiapkan bohon penyusunan rencana dan program pe-
manfoofan sumber alom dan pemeliharaan lingkungan hidup
yang serasi:

Pasul 27.
Bidang Statistik dan Laporan mempunyai tugas melaksandkan
kegiatan pengumpulan data, analisa, penilaian, dan pelaporan ha-
sit pelaksanaan pembangunan di Daerah ;

‘Pasal - 28.

R . TFR

Untuk menyel‘emggcmkqn\ tugas tersebut pade Pasal 27 Pera-

turan Daerah ini, Bidang Statistik dan Laporan mempunyai fungm :
a. mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan prog-

rom/proyek pembkangunan Daerah ; ,

b.. melakukan onalisa dan p-einllcuun bahan dan laporan. termasuk
laporan berbagai Tnstansi mengenai pelaksanaan prog(rqupro--
yek pembangunan Daerch ; :




menyusun laporan pelaksonaan pembangunan Daerah dan me-
nyusun laporan Gubernur Kepala Daerah mengenai pelaksanaan
pembangunan: Daerah ; '

mengolch bahan, seria menyusun statisiik dari  pelaksanaan
pembangunan Daerah ;

Pasaul 29,

Bidang Statistik dan- Loporan terdiri dari:

a.
b.
c.
d.

M.
(2).

(3).

(4).

Seksi Pengumipulan Data;
Seksi Anolisa don Penilalan ;
Seksi Pelaporan ; :
Seksi Peragaan;
Pasal 20.

Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas, mengumpulkan
don menyusun data mengenai pelaksangan-program . pemba-
ngunan Daerch ; ' '
Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas melaksanckan
Analisa dan penilaion otas bohantbehan dan laporan pelak-
sonoan- pembangunan Daerah, '
Seksi Pelaporan mempunyai tugas ‘menyusun laporan hasil pe-
laksanaan pembongunan di“Daeroh dolam rangka monitor
dan mempersiapkan laperan Gubernur Kepala Daerch menge-
nai pelaksanaon pembangunan di Daerah ;

Seksi Peraguan ménipUnyal fugas menyusun dan memelihara
stotistik hesil- peléksandan program/proyek pembangunan di
Daerch serte mempersiopkan peragaannyd ;

BAB — Il
TATA — WERIA.

Pusal 31,

Uniuk melaksanakon tugasnya Ketva, Wokil Ketva, Serkrei‘aﬁs,

Pora Kepalo Bidong Para Kepala Sub Bagian, Pauro Kepala Seksi
pada BAPPEDA waiib menerapkan prinsip koordinasi, infegrasi,

den sinkronisast.

(.

Pasal 32,

Se?i.-alp pimpinan satuan organisasi dalam 1I'i|n'g'klungqn‘ BAPPEDA
_ bertanggung jawab memimpin dan. mengkoordinasikan bawa-

. hannya masing-masing dan memberikan’ bimbingan serta-: pe-

.-~tunjuk-petunjuk’ bagi pelaksanaan fugas hawahannya. .




{(2).

@

‘éeﬁcrp faporan yang diterimor oleh pimpinan satuan organisasi

(n.

(2).

(1.

(2).

(1}.

{2).

layah/Doerah, -

Setiap pimpinan satuon organisasi wajib mematuhi petunjuk
dan bertanggung jawob kepoada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan berkale pada waktunya ;

dari bawahan wajib diclah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan febih Jonjut dan untuk memberikan petunjuk-pe-
tunjuk kepoda bawahan. .

Pasaf  33.

Dalam mempersiopkon rencona dan program pembangunan
Daerah, BAPPEDA wajib senantiasa melaksanakan don meme-
tihoaro hubungan kerjo secara  konsultaiif dengan instansi-
instansi di Tingkat Pusat dan hubungan kerjo sgeara koordina-
fip dengan instonsi-instansi di Daeroh.

BAPPEDA bersama-sama dengan instansi-Vertikal di Daergh
wajib memelihara dan mengembangken .rencona pembangu-
non di Daerch secara ferpadu ;

Pesal 34.

Dolom meloksanakan kegicida perencanaan di Daerch BAP-
PEDA waijlb mengusahakan-keterpaduon antara rencona Nao-
sionol dan Dasrah, seria rencona antar Daeroh.

Pasal 35

Hubungan kerja soma BAPPEDA dengan Badan Perencanaon
Pembangurngn Nasionol (BAPPENAS) bersifat konsultatif fung-
sionil.

Hubungan kerja soma BAFPEDA dengan BAPPEDA Tingkat it
bersifai konsultatif fungsionil.

Poasal  36. '

Balam rangko _pén\}ru<su‘na-a1 Roneangan Anggoron Pendopatan
dan Belanja Dosrah Propinsi Doerah Istimewa Aceh, BAFPEDA
menyusun dan mengkoordinasikan rencana Anggoron Program

Pembangunan Daeroh serta mempersiapkon  Rencana. Plafon

Anggaron masing-masing program.
Penyusunan Roncangen Anggaren Pendapatan don Belania
Daerah Propinsi Daerch lIsiimewa Aceh tohun Yyang bersang-
kutan secarg keseluruhon dikcordinasikan oleh Sekretaris Wi- 7




Pasal 327.

Sirukiur Organisasi BAPPEDA adoloh seperti terlampir pada
Perajuran Daerch ini,

B AR —IV.
KEPEG AWAIAN
Pasuf 38.

(1), Ketua BAPPEDA diangkat dan diberkeniikan), cleh Gubernue

' Kepula Daerah setelah berkonsuliosi dengun Menteri Dalem
Negeri. : ’

(2). Wokil Ketua, Sekretaris, Para Kepala“Bidang den Pejabai-pe-
jebat/pegawal lainnve pada BAPPEDA diangkot dan diberhan-
itkan oleh Gubernur Kepala Daerah cios usul Ketva BAPPEDA.

B AR V.
KETENTUAN PERALIHAR
Pacal 39,

Dengan berlaktnya Peraturan Daerch ini, make segala keten-
tuan yang mengaiur tentong Susunon Organisasi dan Tota Kerja
BAPPLBA yang di keluarkan ssbelumnye dinyotakon tidak berlaku
lagi.

BAB— V.
PENUTUP
Pasal 40,

Hal-hal yeng belum diotur dalam Peraturan Daerch ini akan
diatur dengan Kepuiusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang me-
ngenai peraturan peloksanaonnya.

Pasal . 41.
- (1). Peraturen Daerch ini dissbut “Peraiuran Daerah Propinsi Doe-
- rah Istimewa Aceh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

. Badan Perencanaan Pembangunan Doerch Propinsi Daerah
i!m et A " Ry Lo . .




&% T

(2). Peraturan Daeroh initmulai berlaku pada tarigge! diundangkan
dalam Lembardn Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BANDA ACEH, 4 ME| 1981.

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PJ. GUBERNUR KEPALA DAERAH

DAERAH PROPINS! DAERAH ISTIMEWA ACEH,

ISTIMEWA ACEH,

f.t.dh

KETUA
( H. EDDY SABARA)
{ H. ACHMAD AMINS ) ) .

Peraturan Daerah ‘ini telah disah-
Divndangkan dalam Lembaran  kan oleh Mermteri Dalam Negeri
Daerah Propinsi Daerch Istime- dengan Syurat/Keputusan Nomor :
wa Aceh. No. 24 Thn, 1981 Serie 061.121-763 Tgl. 6 Nop. 1987,
"D No. 23 Tgl. 19 Nop. 1981.

Sekretaris Wilayah/Daerah,
Pelaksana Tugas,

tt.d.

( MOHD. AL}
Nip. 010059411




" PENJELASAN:

i UMY M.

1. Bahwa Badan Perencanaan Fembangunan Dasrah {ADB)
selah terbenivk dengan Surat Kepuiusan Guberur Doerch
Propinsi Doerch lsiimewa Aceh Nomor 53/41/1969 tonggal’
26 Juni 1968. S .

9. Bohwa uniuk melaksanokan Keputusan Menizri Dalam Ne-

gsri Momor 185 Tahun 1980 teniang Pedoman Organisasl

don Toie kerje Bodan Perenconaan Periboigunan Daerch
Tingket 1 den Bodan Perencongan Pembongunan BDaerah
Tingkat 1, periu menyesuvaikan kembaodi Sysenon Organisos
. dan Taiokeric Badan Perencancon Pembangunan Daerah
Propinsi Dacrch lstimewa  Aceh, dengan rnenetapkannyae
dolam susty Peraturan Doerch ;

i, PASAL DEM! PASAL:

Poeal 1 /d 3 :Cukup Jelws

Pasal 4 '
asfdg :Cukup Jelas

Y

h : Memoniter edoleh mencatat, mengikuti dan mengeva-
lvosi Pelsksohaon dari pada rencena pembangunam.
i :Cuvkuprlelas

Posal 53 s/d 332 Cukup Jalags. _
Pasal 234 » Antor Dosrah adoloh antar Dasrch T I dalam
Propinsi Doerah dslimewa Aceh.

Posal 35 s/d 38 : Cukup Jelas.
Pasol 39 : Dengon berlakunya Peraturan Deerah ini, maoka
Surat Keputuzan Gubernur Kepola Doerch Propinsi
_ Derah Istimewa Aceh Nomor 459/1974 tanggal 19
September 1974 tentang Susunan Organisasi dan
Tatokerja Bodan Perencanaan Pembangunan Dae-
rah Propinsi Doerah Istimewa Aceh/Aceh Deve-
lopment Board, dinyotokan tidak berlaku lagi.

Pasal 40 s/d 41 : Cukup Jelas

0OB[OBE———

— 170 —




RATURAN DAERAH PROPINSI -

\EWA ACEH NO'MOR & TAHUN KETUA
IG. STRUKTUR ORGANISASI
“RJA BAPFEDA PROPINSI : WAKIL KETU A
AEWA ACEH. Co : .
J SEKRETARIAT i
- _ ; . [ . 'I'
SUS BAGIAN SUB BAGIAN
, US BAGIAN
PENYUSUNAN RENCANA DOKUMENTASI DAN Esga BAGIAN y SU MU M
KEGIATAN INFORMASH KEUANG AN ]
Y ANG BIDANG _ BIDANG B1bANG _ BIDANG
ELITIAN EKONOMI SOSIAL BUDAYA _ FISIK DAN PRASARANA STATISTIK DAN LAPORAN
\ - 7 S A
EK -
EKSI SEKSH PEND‘DSIKANiAIlENTAL SEKSI SEKSI
oNOMI | |~ PERTANIAN | SPIRITUAL DAN - PENGAIRAN PENGUMPULAM DATA
! - PEMERINTAHAN -
. , SEKSI . : $SEKSI SEKSI
EK S 3 SEKSI
—|  INDUSTRI, PERTAMBA- N CESRLAHTE PERHUBUNGAN DAN ANALISA DAN PENL
/AL BUDAYA HEAN DAN ENERGI ESEJAHTERAAN = PARIWISATA T waian
Y / RAKYAT "
EK S SEKSI | SEKS SEKSI 557;:5|
DAN PRASA- | PERDAGANGAN DAN ! pENERANGRE AN | .taTa RUANG DAN e .
| e KOPERASI Y KOMUNIKASI TATA GUNA TANAH PELAPORAN
SEKS!I : SEKS! :
. K A 1 S
| PENGEMEANGAN - SEKSI ~|  SUMBER ALAM DAN . SERSI
DUNIA USAHA . KEEENDUQUKAN LiN_GKUNGAN HibUP" PERAGAAN

* Mengetchui :
PJ. GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA: ACEH,
o Cottd o

DEWAN PERWAKILAN -






